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Sﬁnffcea have been admitted fo be g cammcd/i}/ of mtemaﬁona/ tradﬁ by | z_f?e uerera/ Agreﬂmeni“ on
Trade in Services (GATS) at the Uruguay Round. However, in reiaz‘fon o that admitiance, GATS did not
make a clear definition aboui what the services means. Education is one of ihe twelve sorts of Sé’IVICES
ofiered to the ingmber countries of the World Trade Organization (WTO).

Education and trade are two difierent things. Education World has a nuance of socisl cufture thch fends
to be charitative services. On the other hand, frade deals with economy and business which tends to be
commercial services. Unfortunately, from now on, the education and trade aspects have beﬂn fving in
the same space in GATS.

For Indonesia, to provide access to market for educational services trade reguires a fro//s‘t/c preparatfon
which incliides human resources, fega/ ru/es e:“umcu/um wa, y of o’tspute sa!ur/on, and cap/tal /n vesﬁnent
forcompetition. . G

i{ey~word5' Service, education, trade.

ABSTRAKSI

Jasa mulai menjadi obyek perdagangan internasional sejak diakemodasi oieh Genera/Agreement Trade
in Services (GATS) dalam Uruguay Round. Namun, GATS tidak memberi definisi yang jelas ‘mengenai
apa yang dimaksud dengan jasa. Pendidikan adalah salah satu dari dua belas macam 3ems jasa yang
ditawarkan diantara anggota World Trade Organization {WTO).

Pendidikan dan perdagangan adalah dua hal yang sangat berbeda. Dunia pendidikan mempunyal nuansa
sosial-budaya yang bersifat karitatif. Sedangkan, perdagangan adalah urusan ekonomi dan bisnis, vang
mempunyai logika komersial. Namun di dalam GATS perbedaan itu dibuat menjadi tanpa jarak.

Untuk Indonesia, membuka akses pasar untuk perdagangan jasa pendidikan, membutuhkan persiapan
yang holistik, mula; dari sumber daya manusia, perangkat hukumn, kurfkulum, sarana penyelesaian sengketa
dan juga modal untuk bersaing.

pendidikanperdagangan

L PENDAHULUAN et L U beberama dasawarsa terakhir ini. Di negara ma;u

Industri jasa memegang péraha"n'gﬁééﬁﬁﬁg o se;}em Amerika Senkat sekior jasa menyum-
dalam perekonomian dunia terutama dalam bangkan sekitar dua periiga dari Gross Domestik

25 GLORIA JURIS, Volume 6, Nomar 1, Januart - April 2006: 30 - 44




R antara lain.

i -'-'Prodzfcf(GDP) dan Eeblh daﬁ SD% tatat penge—':_"f _
_iuaran konsmmen d:beian‘akan untui«: komod;ts o

E ]asa gseﬂgaf:ara dofd:er pnbadi ahi:gszs dan fairy=
. %a;n_. (2) waktu %Uang yang semakm baﬂyak

: sehmgga memuncuikan banyak 3enzs jasa: baru, ;

sepert: b;sms pet]aianan wssata, kursus—kursu:,
pelatihan smgkai: dan sebaga;nya, {3} pmduk—
pmﬁuk yang dibutuhkan dan dihasilkan cleh dunia.
mdustrl semakm kompieks, sehingga jasa
:nstaias; peiatihan, kensuita51 reparasi semakm
d;periukan {4} perubahan teicnolog: yang
berlangsung semakin cepat dan dalam banyak
hal nﬁenggan_tikqn sumper daya manusia, seperti
jasa perbankan yang menghadirkan ATM (Auio-
matic-Teller Maching) bagi pelanggannya. .-
- Jasa mulai menjadi obyek perdagangan
infernasional sejak diakomodasi oleh General
Agreement Trade in Services (GATS), salah satu
hasil kesepakatan pertemiuan Uruguay Round?2
tahun 1994, Sajak saat itu jasa menjadi komoditi
perdagangan internasional, yang sebelumnya
hanya jenis barang. Jenis jasa apa yang
diperdagangkan, tidak dijelaskan oleh GATS
secara lengkap, Terdapat duabelas jenis jasa
yang ditawarkan di antara anggota World Tiade
Organ/zat/on (WTO), termasuk pendsd:kan

perdagangan, mengarahkan orang pada bentuk
pendidikan yang lebih “internasional” atau “uni-
versal”, Hal ini disebabkan karena makin
terbukanya hubungan antar Negara, adanya

s ;_'__(1) 'peﬁmgkai:an komp%eksntas :
o -_kehrdugan s\.hzngga banymk orang membutuhkan :

. "kebutuhan untuk mmngﬁgar ketertmggaian dalam: . .

_ -_'_'percaturan duma mrernasaona i(._ian sebagar_

s dam;aak dari: perkembangan pe'rkembangan{ B
R ;'_yang ter_yadt dalam masyarakat Per&didi%{an_

__ 3daiam konteks smsrai %femasyarakatan merupaw'

. :kan suai:u proses @enyadaran dan penmgkatan
; kemampuan 5&59@?&&1@ untuk dapa‘t men;awab

Lantanga;w hidmrzya, halk sekarang maupun di
masa yang af{ar dat af*g Dapa‘t dxartakan disini

' bahwa pemsﬁzkan f%rupakaﬂ suatu proses yang

s:fatﬁ"ya abstrak, yang diangkat kedalam suatu
sistem, dan. baru-dapat dinikmati-oleh:panca
indra, seteiah d:beii dan dikonsumsi, . ..

. Dalam, !&mbaran sejarah pendzdlkan diTn-
do_nessa, dikenal bentuk-bentuk pandidikan asli,
vang muncul dari kebutuhan masyarakat pada
zamannya. Misainya, pondok pesantren, surau,
sekolah rakyat dan lain sehagainya. Bentuk-bentuk
ini {sebagian) hampir dilupakan orang, dan or-
ang mulai memiiih pendidikan vang lebih oderen,
yang sifatnya internasional, ditinjau dari sarana
dan prasarananya. Misalnya, manajemennya,
kurikulum, bahasa pengantar, para pengajamva,
sertifikat yang diakui secara internasional, bahkan
penvediaan lapangan pekerjaan di perusahaan-
perusahaan PMA. Dengan perkembangan ini, kini
orang mulai cenderung menjadikan pendidikan
sebagai suatu kebutuban pribadi. Karena
kebutuhan ini, dan didukung kemampuan finansial,
dan perk@mbangan Jjenis jasa tersebut, orang

whatraemitirpendicikan Yang dibotaihkan-dan
dianggap dapat rmemenuhi kepuasannya, baik dari
sudutienis ilmu, muty, maupun sarana pendidikan
vang diberikan.

Dunia pendidikan dan perdagangan adalah
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- __dua hal yang berbeda Scbagatmana dgetaskan _
__di atas, pendfd:kan mempunya: nuansa sos:ai-- .
'.-budaya, se{iangkan perdagangan adaiah urusan'-' o
'. _’.'j-_ekenom' r:xcm btsms, dan oleh  karena :tu_'
i me'npunyai iog;ka knmersm! Mefrherai;sasx jasc,- '
pend;dlkan dalam Derdagangan multllateral'

adalah menempatkan pendsd;kan pada sebuah
kegsatan yang ber‘umpu pada investasi modal,
yang dapat diakses o!eh masyarakat gtobai yang
dsfermaikan oleh oa gamsas; mtemas:onal WO,
Tanpa investasi m@dal dalam p@rdagangan bebas
tidak dapat diharapkan ada persaingan yang sehat

dan jujur di‘antara negara-negara anggota.

Sedangkan peiayanan jasa pendidikan, khusus-
nya"di Indonesia, adalah jenis pelayanan untuk
kepentingan umum {publik) sebagai konsekuensi
logis dari kewajiban negara mengemban tujuan
negara memproklamirkan kemerdekaan, yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang akhirnya
diharapkan dapat menssiahterakan rakyat banyak,

" Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa
pandidikan dan perdagangan berbeda prinsip
dan tujuannya, namun dalam era globalisasi,
perbedaan ini dibuat menjadi tanpa jarak dan
dapat bersinergi satu dengan lainnya, Namun,
ada kekuatiran di kalangan pengelola pendidikan
baik pemerintah maupun swasta bahwa dengan
meliberalisasi pendidikan akan terjadi beberapa
hal seperti: (1) persaingan tidak seimbang antara
pelaku pasar lokai dan internasional; (2) biaya

o akan terkikis dan !myap

Membuka aks&s pasar tmtuk Jems }asa

 ; pend:dlkan daaam pﬂrdagangan mtemasmﬂai :
: _membutuhkan med&i ]uaa menunmt perszapan '
B sarana aan prasarana yang memadan, mu!a: dari

tersedtanya sumher daya manus:a, perangkat
hu!{um, kurilulum ya"ag b—emuansa ;nternas:onai
sarana penyelesafan sengketa dan 3uga :nvealas:
yang diperiukaﬂ untuk bersamg Dit sampmg |tu,
ada kenc!aia fain, yattu penaapat masyarakat yang
pro-dan konira terhadap liberalisasi-jasa
pendiidikan. Bagi masyarakat yang pro, karena
Indonesia sudah menjadi anggota WTO, sudah
seharusnya juga terlibat dengan segala kegiatan
dan semua peraturan yang berlaku. Sebaliknya,
ada pendapat bahwa pendidikan bukan barang
dagangan. Pendidikan mempunyai dasar filosofi
membangun bangsa. Fakta dan realitas ‘dari
keadaan ini, ‘menimbulkan fobia bagi mereka
vang berkecimpung dalam dunia pendidikan baik
pemearintah atau swasta, kalau Indonesia
membuka akses pasar sektor pendidikan sebagai
komoditi perdagangan internasional.
Merujuk pada uraian di atas, ingin dikaj
dua permasalahan berikut: pertams, apak vang
dimaksud dengan “jasa" dalam perspektif Hukum
Dagang Internasional ?; ke dus, apa yang harus
dilakukan Indonesia sebagai anggota WTO
menanggap!l desakan dunia perdagangan
Internasional/multilateral untuk meliberalisasi

DETCIETRAT  EkEn SenTarn unggn {37 urang
perisah antara masyarakat miskin dan kaya
menjadi semakin besar; dan {4) nasionalisme
yang akarnya ada di dalam nilai-nilai budava
pangsa sebagai perekat kesatuan dan persatuan

jasa pendidikannya ¢

I PEMBANASARN
A. Awsl Seiarah Perdagangar Muliiiateral
Setelah Perang Dunia II usai, hampir
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' 'f-‘ebaglan b&sar merekenamaap dunza menga*aml o

kehancuran. Hal ini: ditandai e:iengan tingginya.
s ':jum!ah ;}engangguran ;nﬁasz yang takferkerdaiz,;f_ =
e keiaparan da

¥ Ameﬂka dan sekutmnya, msﬁiaiu: Un/teawaz‘mﬁs
Manea‘afy and Hnanaa/ f"am“erence di. Brettcn
WOOdS Humpshire, Amenka Senkat membentuk
t:ga p;!ar untuk membangun mrekomm;an dunia

kembah Ketlga pilar. pendukung ?aes'e%mncsm fan

dunia itu adalah (1) Dana Moneter Internasional
(International Monatary Fundatay IMF), sebagai
penyedia bantuan dana jangka pendek bagi
nega'ra—negara yang mengalami kes'_uii_tan neraca
pembayaran agar tercipta stabilitas moneter dan
nilai tukar; (2) Bank Dunia { International Bank
for:ReconsfrucfiQn and Development) sebagai
penyedia dana jangka panjang untuk membangun
perekonomian negara-negara yang mem-
butuhkan; (3) Membentuk Organisasi Per-
dagangan Internasional (Infernational itade
Organization atau ITO) sebagai lembaga yang
berwenang mengaiur perdagangan internasionai
yang bebas dan terbuka.? -

- Perlu diketahui bahwa ITG, yang diharap-
kan sebagai pilar ketiga di bawah lembaga khusus
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sudah
dipersiapkan cukup matang, tidak disetujui oleh
Amerika Serikat, karena CongressS memberi
mandat pemerintah Amerika Serikat hanya untuk

- Prancis,
- 'Am@rtka._Sérfkat
__mxskman e aja eia "ﬁatas o

inisiatif beberapa nagara; pemenang perang, R

) -__br&beraﬂa %gaf 5eye.t; Aaswaifa, Beigta _ | -
uxumi:s@rg, Emianda Inggris: termasuk IRRRE
ambentuk: GATT: (Generai Ll

. .Agr@emermf? iarfi:'ﬁrﬁm' ?’E’&d@} ‘:ejak saa“cx..u TR
' perdaganga*z inter nas:mnai secara. multlfateral_

dzakomudas, cleh: G,éa i"yang mengatur tentang
eksnor—:mg:«a barang. GATT, kemudzan terbuk*:
sebagai satu- aatunga instr dmen pa!mg erektif
dalam. ‘proses liberalisasi pmrdagangan dunia
yang berl angsumg bej:z'{ tahun 1948 hmgga
terbentuknya World Trade Urganization (WTO}
padaiahun 1995, Sistern perdagangan multilat-
eral yang diakomodasi oleh GATTS inj kemudian
ditingkatkan-menjadi WTO vang mempunyai
landasan institusional, yaitu e principal contrac-
tual obligation, ‘dan landasan hukum, yaitu
seluruh kesepakatan WTO merupakan konarak
yang mengakat anggotanya. -

- Komunikasi perdagangan di antara para
anggota WTO mulai dari 1994 sampai dengan
tahun 2005 dijembatani oleh sembilan putaran,
yaitu: pertama Geneva Round tahun 1947; ke
dua Annecy Round tahun 1949; ke tiga Tourquay
Round dari tahun 1950-1951; ke empat Geneva
Round tahun 1958; ke lima Dillon Round tahun
1960 — 1961; ke enam Kennedy Round tahun
1964 ~ 1967; ke tujuh Tokyo Round tahun 1973-
1579; ke delapan Uruguay Round tahun 1986 —
1984; dan kesembiian, Doha Round, tahun 2001
sampai sekarang dan akan berakhir 2006,

srerandingkan peruranean-tarit-bilgterat-dan
bukan pembentukan suatu lembaga yang
berwenang mengatur perdagangan internasional,
Sebagai pengganti Internaiional Trade Organi-
zation (Y10} yang gagal dibentuk, pada 1947

Pady Al T SSF dslanT PUtaTan TIFligUay
disepakati bahwa bukan saja barang menjadi
obyak perdagangan internasional tetapi juga
“jasa” dan “hak”, “Barang” diakomodasi olah
GATY, “jasa” oleh General Agreement Trade in
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e SeWtC@S(GATS)? dan “hak” oEeh ?“fade~Relata:f S
T Aspef.ts of Intellectual Pmpen’y R@hSCfRIPs) 8 REER
. Selaintiga hal tersebut; ada dua bidang lair yang
. dibentuk, yastu bidang. investasi yang di-..

: akomodasa olah ??aded?eiafed InvestmenfMea—
'swze C’RIMS) dan forum penye esaian sengketa
meia!_w De_s,aufe Settlemean 3ady(DSB) o

: 'indonesia teiah menijadi anggéta dan
meratiﬁkasu BATS sejak. kesepakatan dalam
Puiaran Uz'uguay tahun 1994 di Margko Marakesh
ditané;ata_ﬁgl Keanggotaan ini diratifikasi dengan
Undang-Undang RT No, 7 Tahun 1994, Dengan
ratifikasi, Indonesia di samping menikmati hak
se'bagai anggota; waijib melaksanakan -kese-
pakatan-kesepakatan . dalam GATS {termasuk
vang herkenaan dengan penegakan hukum, -

B. Liberalisasi Jasa Pendidikan

Beberapa negara anggota GATS terutama
Amerika Serikat, Australia dan Jepang mendesak
Indonasia membuka sekior jasa lebih luas lagi.
Bidang perdagangan jasa yang diharapkan
pintunya dibuka lebar adalah pendidikan.9
Sampai saat ini Indonesia sudah membuka lima
seldor jasa bagi perdagangan internasional, yaitu
(1) telekomunikasi, {2) industri, (3) transportasi,
(4) pariwisata, (5) jasa keuangan non bank dan
bank,

Pendidikan di banyak negara seperti In-
donesia, negara yang sedang berkembang,

: :_Indonessa adaiah mencerdaskan kehidupan
.ibangsa Tu;uan yang iuhur ini merupakan
: -kewajaban negara yang tﬁmbul dan hak warga—_

negara untuk mendapat penmd;kan Dasar’

hukum a'nanat ini. dapaf dtszmak dalam Undang—'
Undc.ng Dasar 1%45 {%:seserta amandemennya)
pahwa usa‘aa mencerdaskan bangsa !angsung
berkaitan cie:ngan cita-cita kemerciekaaﬂ yaitu
pembentukan masyarakat adil dan makmur Hal
ini dapat dlt@iusun_pada Alinealy Pembu_kaan
Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pemerintah
Indonesia ‘mempunyai kewajiban melindungi
segenap banasa dan tumpah darah Indonesia
dan memajukan kesmaht&raan dan ‘men-
cerdaskan kehidupan bangsa. S

Pasal 1'Ayat (1) UUD 1945° menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara hukum,
bercorak negara kesejahteraan (welfare state).
Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa
negara menjamin hak setiap warganegara unfuk
rendapat pendidikan. Pasal 31 Ayat(2) dan Pasal
28 E Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa
safiap warganegara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemeriniah wajib membiayainya.
Pasal 28 C Avat (1) dan Pasal 28 E Avat (1) UUD
1945 menggariskan bahwa pendidikan merupa-
kan instrumen pengembangan diri manusia demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan ke-
sejahteraan umat manusia.

Pendidikan dalam konieks pembangunan

dianggap sebagal sesuatu yang menjadi
tanggung jawab pemerinizh vang harus diatur
secarz ketat dan tidak dapat dilepas pada
mekanisme pasar. Prinsip dasar pendidikan
sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik

nasional mempunyai fungsi pemearsatl bangsa,
penvamaan kesempatan, dan pengambang diri.
Tujuan akhir pendidikan diharapkan dapat
membentuk manusia Indonesia yang akan
memperkuat keutuhan bangsa dalam negara
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: i:.__-kesatuan daﬁ memungl’mkan sei“:ap warga~-' |

' ' Luk_ mengembaﬁgﬂan preﬁS! )’aﬂgli:."- .
cara optimal. 10 Berdasarkan. ura:an:'__"' -
_ ':___iti"at bahwa Spﬂd!dikaﬂ di Iﬂdﬂ“: -
nesia masm mempunya: tu;uan sosnal dan

: d; atas:dapat

mengadl tugas daﬂ tanggungjawab penun
.pemeramah e PEiE

» Komodiii jasa pend;du%caﬂ mempakan hat
penting dalam era: gicbahsas: Penting karena
te!ah terbukti, bahwa selama ini menjadf obyek
mdustri yang sangat menguntungkan negara-
negara maju dan:mendatangian devisa yang
tidak sedikit. Negara-negara maju telah mampu
menciptakan pendidikan sebagai komoditi
pé_r_da_gangan baik’-:bagi ‘kebutuhan dalam
n'éger'inya maupun negara-negara lain terutama
yang baru berkembang. Kemampuan ini tentunya
tidak datang dalam waldu singkat. Pengalaman
dan kemampuan mengelola pendidikan secara
holistik ditambah modal investasi yang besar
membuat jasa pendidikan dapat dijual dan
ditawarkan kepada = konsumen mancanegara.
Indonesia sebenarnya telah merintis liberalisasi
pendidikan walau masih dalam arii sempit dan
prosentasenya masih kecii selal. Sudah sejak
lama Indonesia menjalin kerjasama secara bi-
lateral dengan Malaysia, Amerika, Inggris,
Jerman, Jepang, Australia, Belanda, dan India di
bidang pendidikan tinggi. Misalnya, banyak or-
ang asing vang studi di Indonesia. Pemerintah

ker;a sama, ata

- mahas&swanya menﬁapaL Efesmmpatan mera&h._-. _ i
o _..::ciua g@iar(m;nnmr rggj@ﬁu) Seka{; QUS Namun, ..
'_ke'nampuan :tu_masm terbatas daiam kﬂi‘!d(j“i o
per;ahabatan antar: negara,
belum S@bagat komedit] dagang. Artmya, Indo—- S

nesna ‘belum: maﬂ;aukan ‘pendidikan. dan
meﬂgemasrsya sebagal komodiy dagan_g yang
dapat d:i:awari\an, i 3u_a!.dan berséing dengan.
negara:faini. Di samping mutu dan banyak hal
fain yang belwm mgﬁmadaig pendidikan di Indo-:
nesia masin - berada di bawah tanggungjawab
penuh pemerinfah yang sarat dengan subsidi.11
“Prinsip utama jiberalisasi perdagangan
internasional adalah persaingan bebas. Per-
saingan -bebas ‘dibutuhkan dalam area per-
dagangan yang ditandai dengan beberapa prinsip
yang harus ditaati oleh para anggotanya antara
lain: prinsip Most Favoured Nations (MFN), yaitu
periakuan yang sama terhadap semua mitra
dagang, ‘lokal maupun internasional; Mafiona/
Treatment, yaitu perlakuan sama atas barang-
barang impordan lokal, paling tidak ketika barang
irnpor masuk dalam pasar domestik; dan 7rans-
parency, yaitu semua negara anggota diwajibkan
untuk bersifat terbuka/transparan terhadap
berbagai kebijakan perdagangan sehingga
memudahkan keglatan perdagangan.
Meliberalisasi jasa pendidikan adalah
membuka akses pasar bagi seluruh anggota
GATS/WTO danmemasukan iasa pendidikan ke

Irndonesia EEEE e 1) k..{nbaga swastarTengiT
tenaga pengajarnya ke negara-negara tersebut
sebagai penerima tugas belajar, atau mengajar
sebagai dosen tamu atau menjalin kerjasama
dengan lembaga pendidikan luar negeri agar

datarrpasar-roitisterst-ostayat-komogit
perdagangan. Menggabungkan pemahaman
liberalisasi dan perdagangan internasional
identik dengan perdagangan bebas anfar negara
dalam persaingan bebas. Perdagangan bebas
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- "_'_"'-daia"n parsamgan bei}as adalah suatu kond:s;_

e ﬁ-‘pertukaran barang daﬂ_gasa antar negar ;

: :'_:jliberﬁangsungﬁj tanpa i ambatan Pengﬂ_ ;taan}_': _

- :;:-_5_3;"hamba'tan ”da[a_"' _

" adalah hambatan yang berkaatan dengan tarif
_atau bea masuk dan non tan%’ mi salnya kuota,'

perdaganga’_' :

sertifi kasa, peraturan peraturan pemarmtah dan

' _sebagamya Da!am perdagangan bebas arus .-

barang impor dan juga ]asa serta hak: Iebzh
bnragam, Jumlah onyeknya tebih banyak,
konsuman mempunyat lebih baryak pilihan,
terc:xpi;anya_ persaingan antar pmausen asing dan
dqm_esi_:_ik,- harga menjadi lebih murah dan
bersaing, ada kompetisi yang terbuka, adil dan
seh_ét._ ?eiaks_a_haan halini secara seimbang akan

berdampak pada pertumbuhan ekonomi, -

e Melihat kenyataan. di atas dan prediksi
seperti diungkapkan di awal tulisan ini, bahwa
liberalisasi jasa pendidikan berdampak negatif
dan merugikan, tentu berlebihan. Pendapat dua
orana pakar-berikut ini dapat dijadikan masukan
sebagai.dasar wawasan tentang globalisasi
perdégangan, Stiglizi2 memang mengkritik
globalisasi yang sangat tidak adil, karena hanva
menekan negara berkembang untuk membuka
akses pasar tetapi sulit bagi mereka menerobos
pasar negara -maju. Ia berpendapat bahwa
giobalisasi itu penting dan sebuah keharusan,
karena terbukdi memakmurkan sejumiah negara.
Namun, ada yang harus ditelaah kembali, yakni

ang:

mtemasmnal

N 'lokahsme dan ﬂas;onahsme dalam ar’a uas.

-'Artmya"
= .kewarganegaraan saja tetapl di sega!a bldang
o sos;a} ekonoml, budaya, dan sebagamya

|dak sebatas hanya pemahaman_

e .'-_ﬁ 3&5@ ﬂaﬁ Pemﬁaéakan Baiam
.E’arsgaaﬁm? ?emﬁa@angan o
Enmmasmmﬁ Sni
Scott Smciatr mergeiaskan tentang ]asa_
adaiuh sebagat benkut“ ST
Services are associated with everythmg we need
and everything: we elect govarnments tc. do.
Broadly defined, a service is a product of human.
activity aimed to satisiy @ human need, which.
does niot conditute a tangible commodity. There
are many typss of services, ranging from heart
surgery to road construction, electricity trans-
mission o education, anc child care to water
purification . : S
- Services affect virtually all aspects of our
bir"h to death.Countless people devery services
thet are vital to our daily lives, In turn, many of
our jobs are directly tied to the provision of ser-
vices fo others. More broadly, how we choose to
organize the delivery of vital services, for ex-
ample, to make them affordable and universally
accessible, is a fundamental aspect of how we
govern ourselves.,
Sebagai salah satu bentuk produk, jasa
dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau

asEsReadiam

Yandana Shival3 dalam satu ceramahnya
bernendapat bahwa nilai-nilai globalisasi
seharusnya Hidak bertentangan dengan nilai-nilai
lokal, bahkan harus didukung oleh fondasi

perbastaTyangdarat-ditawarkarruighrsoato
pihak kepada pihak lain vang pada dasarnya
kersifat infangible (tidak berwujud fisik) dan tidak
menghasilkan kepamilikan sesuatu. GATS 15
mamang fidak memberi definisi tentang jesa.
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o _-Namun, membenkan batasan 3ems yaﬂg

;duperdagangkan secara internasional, Hal ini

- dapatdilihat pada Pasal 1 Ayat (2) GATS bahwa RN
o '-.yang mencakup Jasagasai :

S 3_"sebagai benkut 16

- | Perdagangan Lmtas Batas ( Cmss Barder
SEER] _:"Syppfj/; Jasa yang d:pasok dan suatu

: .'f.-_'-'negara anggota ke w1layah negara_

-'__-.-_'._';-anggota tain, _antara lain berupa. konw
- sultasi, -nasthat medis jarak jauh ‘pen-
-didikan Jarak jauh atau rancangan

o arsitektur.: ' e -
i, - «Konsumsi di luar negeri (Consumtfon
.. Abroad). Jasa yang disediakan di dalam
o -wiiayah salah satu negara anggota yang
. melavani konsumen dari negara anggota
.- lainnya, misalnya pairiwisata, pelajar atau
- pasien dalam rangka mendapat jasa yang
i+ dibutuhkan, L : >
iii. ... Kehadiran Komersial (Commercial Pres-
©ence). Jasa (komersial) sebuah per-
- usahaan asing yang mendirikan cabang
~di {uar negaranya dan mempergunakan
karyawan .dari negaranya, dan produk
-jasanya diekspor ke negara lain, misalnya
bank asing yang membuka cabangnya di

suatu negara,

. Perpindahan Natural Person {Movernent
Matural Person). Jasa yang dipasok oleh

warganegara asmg (yang tmggal se-

....L-‘-‘..h.‘--ﬂ.,., e U L W

sebagai pemasok (penyedia/penyajl),

misainya, jasa rumah sakit, perusahaan

konstruksi, dan sebagainya. Hal ini tidak
berlaku bagi orang perorangan yang

o mencarl pékeaa_gnjtetap;* =

kan kepada merska oleh pemenntah pusat te-
gtonai atau iokai atad pejabat~pe3abat lain,

Df—*ngan r‘e'nman dapat dlpahaml bahwa
ya_ng _d_tmaksz,_,xd de_ngan jasa adalah semua jasa
di sega!a sektor kecuali jasa-jasa yang diberikan
da!am pe{aksanaan pemerintahan, vang diberi-
kan secara tidak komersial -atau tidak secara
kompetisi dengan pemberi jasa lainnya. Sebagian
besar anggota WTO telah merujuk pada dua
belas jenis jasa yang diperdagangkan secara
internasionall? yaitu: (g) jenis jasa termasuk
jasa professional dan jasa computer, realestat,
leasing, marketing, -advertising, dll); (b) jasa
komunikasi {telekomunikasi, pos, audio-visual);
(c) jasa konstruksi dan teknik terkait; (d) jasa
distribusi; ‘(e) jasa pendidikan; (f) jasa
lingkungan; (g) jasa keuangan (termasuk
asuransi dan perbankan); (h) jasa kesehatan dan
sosial; (i) jasa wisata dan travel; () jasa rekreasi,
budaya dan olah-raga; (k) jasa transportasi (laut,
udara, darat); (i) jasa-jasa lainnya.t®

The General Agreement on Trade in Ser-

vices atau GATS merupakan peraturan pertama

N Drkecuahkan dari: 3asa—}asa tersebut dl

_.-atas:adaiah apab;ia diberikan oleh badan
' '-pemermtah pusat iaca! daerah dan pejabat o

' daerah peseriz; badafa-badan bukan pemenntah

: -yang me!ak&nakan wewenang yang dzdeiegasr

angmn ICHRU et agarigan
m%emasrcna! di bzciang jasa. Agreement ini secara
lengkap mempunyai empat elemen dan dua puluh
sembiian pasal. Keempat elemen tersebut adalah
: Elernen pertama {utama) berisi prinsip-prinsip
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'dasar dan berbamaz &@WE&jlban negara ﬂegara

_ ;n@gara anggota untuk membuka akses pasar
msere%(a Eiemen %fe empat b@nsx ciaﬁ:ar yang
mengrjuk!\an nega ra negara anggota yang untuk
sementara tidak menggunakan EJE"ﬂSIp most
favoured nationyang non disknminatf Dua puluh
semﬁs}an pasai yanag terdaaat dalam GATS
mengatur: tentang semua jenis sekior jasa. ?&sai«
pasai tersebut memuat. kewsaiiban umum yang
harus ditaati negara angoota; teimasuk berbagai
cara: untuk ‘memberikan’ Jasa berskala :nter—

Setfap anggota peﬂandaiangan kepumsan-
keputusan WTO mempunyal kewajiban menye-
rahkan Schedule of Commitments (SOC). Sched-
uletini merupakan konkratisasi komitmen-
komitmen dan-fujuan negara peserta pada
GATS. Dengan SOC {ercermin prinsip liberalisasi
dalam perdegangan jssa dilakukan secara
bertahap (progressive fibsralization) sesuai
dengan keadaan dan kemampuan negara masing-
masing anggota dengan melakukan serangkaian
nagosiasi yang bertujuan mengurangi dan atau
menghilangkan dampak negatif pada per-
dagangan jasa. Proses liberalisast perdagangan
jasa dilekulkan melalui Council for Trede in Ser-
vices,

e '-”Mar!{ef afms, mdaiah akses pasar terhadap
; .aaggota Efeme’a ke daa, heﬂsa Eampiran yang T

' dl i dar; perai:uran peraturaﬂ unu.zk sektor~ .

o '-._saKtc}y Khuisiss, Elemen ke tiga, komitmen negarm

perusahaari peﬂyadza jasa dan atau pmfessmnai

di btdang Jasa daﬂ negara tain ke: dalam suatu .

wilayah negara-negara tertentu’ dengan cara«-._'
cara pemasnkan yang diatur dalan: Ar‘tzkei 1

GATS19, Setiap negara anggota ..harus me_m-

berikan perlakukan yang sama tidalk berbeda
kepada jasa dan permasok jasa dari 'negara lain.
Mational: Treatment adaiah prinsip yang me-
waj,bifan negara-negara anggota - untuk tidak
memperiakukan jasa-dan alau pemasok jasa
yang berasal dari nagara lain berbeda dari jasa
atau pemasok jasa vang berasal darinegara itu
sendiri. Markel -acces:dan ‘national freatmeni
merupakan dua hal yang mempunyai hibungan
vang erat, namun masing-masing mempunyai
nuansa yang barbeda. Kedua tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikul, Market acces
merupakan jalan masuk bagi produk-produk
ekspor melalul upaya penurunan t&if bea masulk,
pembatasan kuantitalif maupun hambatan-
hambatan perdagangan non tarif.®® Mationa/
Treatmeni merupakan keharusan memper-
lakukan pembari jasa dari negara peseria lain
sama dengan penjual fasa warganegara sendiri.
Penjual jasa dari negara peseria lain diijinkan
masuk berdasarkan ketentuan market acces.
Additronal commifiments mengatur mengenai
kualifikasi, standard dan hal-hal perijinan.

Di dalam WTO ada lima sub jenis jasa

A t0a nal entng SehaTar dasar Ok
ketentuan pelaksana dalam penyusunan S0C
dalem GATS, valtu marksl accas (Pasal XVI3,
national treatment (Pasal XVII), additional
cormmitmens (Pasal XVIIL).

pendidikan , yanll penaidikan dasar (primany
education), pendidikan menengah {secondary
education), pendidikan tinggi{ Migher Education),
pendidikan orang dewasa (Adelf Education), dan
pendidikan tain ( Oher Educalion).
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| Keilma sub Jems_]asG peﬁdldlkan _tersebut dapat o

“yal g mehpui:a

-'[.;5-__;-;’;a;’.f:.Pendtdukan ?ra sekofah M;sa!'nya

taman kanak kana!«: atau bagian khusus
e ‘pada, sekolah dasar; dan anak-yang
.-masih: beha untuk mengant;s;pas:
lingkungan sekolah :

= .b.-Pendidikan Dasar fainnya. ?eiayanaﬂ
- pendidikan ini adalah suatu pelayanan
pendidikan pada mata pelajaran yang
berbeda-beda dengan karakieristik
..+ tingkat spesialisasi vang lebih rendah.2

R Pendxd;kan ‘Menengah (Secondar}/ Edu-

=i-cabion meliputi:: :
-+ &, -Pendidikan Menengah Umum Pertama

- b, -Pendidikan Menengah Umum Atas

L (SMUY;
¢, ‘Pendidikan Menengah Teknik dan
- Kejuruan;

- ‘Pendidikan Teknik dan Kejuruan untuk

siswa cacat.

3. Pendsdlkan Tingal (Mgﬁer&“ducatfm) me!:puti

8. -Pendidikan Teknik dan Kejuruan Pasca
-~ Pendidikan Menengah;
b. Pendidikan Teknik danKejuruan
- Diploma (sub-degree);
. Pelayanan Pendidikan Tinagi lainnya;

: .Pendtdikan Dasar (anaf}/ Educai'fan) o

' 'f_:_ ;_e"::P.éndtd{kan ';m'_ mempakaﬂ
y didzifan bag; orano ciewasa yang berada_ :'
d| tuar szsmm recular, yaﬁg dlseieng—;

Rh :_P&E‘}dldlkaﬂ Omng Dewasa (Adu/ffduca—

/ ._:;.garaiac.zn pada- kmlas siang/sore oleh

-+ ‘sekolah atau institusi khusus: bag: pen~

..+ didikan orang dewasa.

Pendidikan lain (Ofﬁer&‘ducaffan)

Yang dimzksud dengan pendxd;kan fain

.+ adalah pelayanan pendidikan yang belum

“diklasifikasikan: dan berada di luar
nefavanan pendidikan rekreasi.

<Sehubungan dengan lima sub bidang inj,

bila dimasukan di dalam empat cara penyajian
jasa, maka yang dimaksud dengan :
i. - Perdagangan Lintas Batas ( Gross Border Sup-

ply), yaitu jasa yang dipasok atau disediakan
negara anggota ke wilayah negara anggoia
lainnya. Misalnya Pendidikan Jarak Jauh (Di5-
tance Learning). Pendidikan yang dapat

~dikonsumsi setiap peminat dengan bantuan
- sarana teknologi dari mana saja tanpa harus

hadir pada lembaga penyaji jasa tersebut.

. Konsumsi di Luar Negeri (Consurnpiion

Abroad), jasa yang disediakan dalam wilayah
saty negara anggota untuk konsumen dari
negara lain. Misainya, pelajar atau penarima
tugas belajar dari suatu instansi, atau

Pelavanam pendidian-intmerdjukepads
tingkat perguruan finggi atau yang
setara, yang disalenggarakan oleh
Perguruan Tinggi atau lembaga
pendidikan professional spasialisasi.

fii.

EEsIswE Es g Uar STt e Tars YAy
mencari pendidikan di negara lain.

Kehadiran koemersial { Commersial Presence),
vaitu jasa komersial sebuah badan usaha
asing vang mendirikan cabang di juar

Gats Dan Liberalisasi Jasa Pendidikan ...
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= __-_':.neuaranya dengan Jalan penanaman modai-_ __ :__ '
--'asmg di bidang peﬂdxdzkan Hadrmya sekofah B
asing has:l_kexjasama (Iembaga 'campuran .

i ‘antara asing dan fokal).

i\)i_ Perpmdahan Naturai Person (Ma;/emenmafu—.

& ra/ Person), yaitu 3asa warganegara asing

: :yang dzpasok satu negara anggota sebagai

pemasok mdependen Misalnya dosen tamu

/ pakar: ahh suatu bldang bekeija sementara
“walkdu dl negara asing. S

v." Untuk jenis - pendidikan - lain bisa berupa

- kursus-kursus yang memang sudah masuk ke
Indonesia dengan jalan /fanchise. =

" Sebagai ilustrasi, yang mengungkapkan
jenis pelayanan jasa pendidikan di lingkungan
perguruan tinggi, Flecher dan Brown23 memberi
contoh di University of Technology Sydney (UTS)
sebagat berikut: :

i, menggunakan agen luar negeri untuk menarik
para calon mahasiswa agar menempuh kuliah
di kampus UTS di Sydney;

it. - membuka kantor perwakilannya di beberapa
negara, contohnya kantor UTS Insearch ada
di Chiang-Mai, Thailand, dan Medan, Indo-
nesia;

iii. menyelenggarakan program kerje sama
dengan Taylor's College di Malaysia. Maha-
siswa program Bachelor of Business bisa
menempuh sebagian kuliah di Kuala Lumpur

| '-_idengan IMCD UTS menyedlakan program_

S dan dosennya, sedangkan IMCD. menyechakan 3'
B '-:'._-'mahasaswa, tempat dan fas:litas ad-'
s _m:nzstras;, S e :

iv. melisensikan pendtdskan eksekutlf di Hong—
3kong dan’ RRC Lisensi tersebut’ d;dasarkan
pada penga!aman berhasit. dalam ‘program

‘MBA berbahasa mandann yang d;tawarkan
di Sydney, S RIAE
v. merencanakan uniuk menawarkan salah satu
-'program studmya melalui pend;d;kan jarak
"'-3auh _ ; :

Di Indonesia dasar hukum untuk ikut
berperan dalam proses penyelenggaraan
pendidikan dapat disimak dalam Undang-Undang
No. 36 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional BAB XVIII Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat
(3) Tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh
lembaga Negara lain. Di samping itu, pihak asing
yang dapat menyelenggarakan pendidikan di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRT} harus memenuhi syarat sebagai berikut;
24 mendapat ijin pemerintah, lembaga tersebut
harus terakreditasi atau diakui oleh lembaga
berwenang, penyelenggara pendidikan asing
wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan
di wilayah kesatuan RI, wajib mengikutsertakan
tenaga pendidik dan pengelola orang Indonesia.
Menganalisa undang-undang sistem pendidikan

(dosen terbang aidatandkan darn Uts, ezl
tutor atau asisten dosennya dari Taylor's Col-
lege) dan sisa kullahnya di tempuh di Sydney;
menawarkan program Master of Business di
Singapore, sebagal bagian dari joini venture

nasional 2004, khususnya yang mengatur tenang
pelavanan jasa pendidikan tingkat multilateral,
tarlihat jelas belum ferakomedasi aturan main
untuk membuka akses pasar, Misalnya apakah
sekolah campuran {asing dan lokal) dapat
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membuka cabangnya aampan ke kota- kota kecii?

o '_3 ﬁ\pakah warqaﬁegara asmg boteh mamadl rekior

B '(keﬂaia seka!ah m tmgkat gend:ci;kan fﬁrmai} di
'3Apakah d: Imgkm gan semaah a‘f:am izﬁrguman
tzngg!_asmg/ca:mpur_aﬂ fsumk_an tidak: mem-
pergunakan bahasa Indonesia 100% atau ada
prosentase tertentu? Bagaimana sistem peng-
gajian guru dan dosen lokal, apakah ada
diskriminasi batk jenis alat bayar maupun
jumlahnya? Tulisan ini meninggalkan banyak
pertanyaan yvang memeriukan kajian lebih dalam
lagi, namun walaupun Indonesia belum siap
dalam hal membuka akses pasar jasa pendidikan
ke dunia internasional, hal ini tidak berarti bahwa
Indonesia dengan mudah menolak liberalisasi
jasa pendidikan. Tidak ada kata fain kecuali terus
mempersiapkan diri sedini mungkin dengan
mengikut sertakan pthak-pihak yang terkait.

m

A. Hesimpulan
- Secara sederhana perdagangan interna-
sional adalah fenomena ekspor-impor. “Jasa®
menjadi komoditi perdagangan internasional
sejak diakomodasi oleh GATS sebagai saiah satu
hasil Putaran Uruguay tahun 1994. Ada 12 jenis
jasa yang dipasok diantara negara anggota WT0,
dan pendidikan adalah salah satu di antaranya.
Meskipun pendidikan dan perdagangan itu secara

pnnsnp antara mnwm«m dan par’dagangan tidak

- m@mbat:;sa kedua hal tersebut Uﬂtuk bersmergl
o -dl da}am dunia mf“iusm melaiui GATS.

+Bagl "aegaz'a' z;ang $ec§ang b&fkemnang
sepem Indows;&, mampunyai kendala tersendiri
menjadikan’ pendidiken sebagai cbyelk per-
dagangan dengan tujuan komersial. Menanggapi
hal ini, Pemerintah perlu berhati-hati menyikapi
desakan percepaten liberalisasi bidang jasa
terutama pendicikan, meskipun ada prinsip yang
mengatur bahwa liberalisasi jasa dilakukan
secara bertahap {progressive liberalization)
sesuat dengan keadaan dan kemampuan negara
masing-masing anggota. Dengan asumsi bahwa
tekanan untuk meliberalisasikan jasa pendidikan
akan terus berfanjut dan hal ini bagi Indonesia
akan semakin kuat sehingga tindakan preventif
dan/atau penyesuaian di segala lini merupakan
tindakan bijaksana yang seharusnya dilakukan.

B. Sziran

Sebagai saran, langksh pertama yang
perlu dipersiapkan sejak dini sebelum melepas
jasa pendidikan ke pasar bebas adalah:

1. meregulasi peraturan yang ada dan
melengkapinya dengan peraturan yang
menurjang nuansa rmultilateral, terutama
Undang-Undang No. 36 Tzhun 2004
Tentang Sistem Pendidikan Nasional,

prinsip-berbeds, e takrrhobaganr bars
antara keduanya dapat bersinergi yang
membawa kemaslahatan baik bagi pendidikan
maupun perdagangan, bagi masyarakat secara
keseluruhan. Terlebih lagi perbedaan secara

atiizivg lam melail mempermudan SDM
dan badan hukum asing di bidang pen-
didikan beroperasi di Indonesia dan
harus tundulk pada ketentuan pendidilan
Indonesia; mempermudah penduduk In-
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i dmesta mencar penuzdekan di Iuar neger; . 2.
'm@na;}mka:_'sekoiahcampuran lokaldan .o
-_mternasmnai beroperas; di. Indmesza_3 o
“hanya dengan membuka cabangnya di. -

delapan kota besar di Indones;a (Jakarta,

. '-_'_-;Eandung, Medan Pa?embang, Sernarang,

eI Jagyakar“a Surabaya dan i\/‘akasar)

--._-Mensmc.rg!tfaﬂ lembaga pendldskan dan
. dunia mdustﬂ dalam-hal: penyedzaan dan :
_“'-:ﬁ_--ipenyaluian te"aaga Kerja, untuk meng-'
- hindari pengangguran. terselubung.
_:.Penyediaan sarana laboratorium beka;ja
T sama dengan dunia indusiri. terkaut

-sebagai sarana riset. B

{Endnotes) -

1
2

-Gofar Bain, ™ Uruguay Round dan Sisierm Pardagangan Masa Depair’, Jakarta: Diembatan, 2001, 59,

Pertemuan-periemuan berskala negara anggota WTO diakomodasi oleh putaran-putaran antara lain
Uruguay Round, :
Pendidikan masuk dalam komoditi perdagangan jasa sesuai dengan kesepakatan yang diberikan
para anggota penandatangan Anal Act di Marrakesh, Maroko dalam Uruguay Round

Gofar Bain. “Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan”, Jakarta:Djembatan, 2001, him,
14,

Congress adalah dewan legisiative yang terdiri atas senat dan dewan perwakilan negara Amerika

Serikat, yang pada dasariya DEfLUNgst mengawasi dan mencocokan Kegiatan permerintan,

Sistem perdagangan multilateral GATT (agreement) tidak memeriukan ratifikasi oleh para anggotanya
Linat Lampiran IB Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1924 tentang Pengesahan Agree-
ment Establishing The World Trade Organizaiion(Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia).
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“Idem, Lihat Hamp;mn iC
-.Jasa Pendidikan, Kesehatan dan Hukum adaiah ‘aga gems }aaa yang dzharapkan dzbaka Dagr pacar S

-;:_-sgfpara anggota GATS:

0
11
i2

Pen;eiacan Peraturan Peme?'mtah QI No 19 Tahan 2085 tentar&g Sapnda; i\éasaoﬂai Pend;dskan
Subsidi : pemermtah adalah salzh satu penghambat daiam perdagancﬁan internasional, -

Stigliz, seorang penenma hadlah nobel ekonomi 2001 atas 3aaan ,a menamukan "Pasar dengan
Informasi oo ' s : S

yang Asirmelris’, KOMPAS, 18 Oktober 2002

i3

Vandana Shiva seorang Ilmuwan radikal i:erkemuka Ia pendukung ge a*can—gerakan kritis terhadap

globalisasi.

i4

15

16
17

18
i9
20

21

22
23

Pasal 65 Ayat (1)

‘UK Government, “L;beraizsmg ‘i‘rade in Services — A Consuliative Document on the ‘GATS 20007

Negotiation in The World Organization and Forth Coming Eilateral Negotiations”, 1998, him 3.

GATS “atau- General Agreement on Trade in Services adalah salah satu annex {Annex I B dari
Perjanjian Marrakes 1994) yang tidak terpisahkan dari Agreement Establishing The World Trade
Organization).Sejak Tokyo Round tahun 1973 - 1979, Amerika mulai berusaha mevyakinkan peserta
lain untuk mendukung prakarsanya memasukkan perdagangan jasa dalam GATT. Usaha itu bary
berhasil ketika diambil keputusan tegas dalam dekfaras: Menteri di Punta Del Este dalam Uruguay
Round 1994,

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. “Persetujuan Bidang Jasa, him 3 - 4.

UK Government. "Liberalising Trade in Services — A Consultative Document on the ‘GATS 20007
Negotiations in the World organization and Forth Coming bilateral Negotiations, 1998, him 3.

Pada tahun 2006 sudah 160 sektor jasa yang dikover oleh GATS.

Lihat " Scope and Definitior’’ dalam GATS.

Penjelasan atas Undang-Undang RI No. 7 Tehun 1994 tentang Pengesahan Agreement Fstablising
the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Mochtar Kusumaatmadia, “Peramiian WTO Mengenai Perdagangan Internasional jasa (GATS) Dilihat
dari Perspekiif Negara Berkembang', Seminar Aspek Hukum Perdagangan Jasa Menurut WTO dan
Komitmen Indonesia di Bidang Finansial, Jakarta, 6 Maret 1997, him 18,

Child Caretidak termasuk dalam katagori ini.

Fandy Tjtptono, Pemasaran Jasa, Malang: Bayu Media Publising, 2064, him. 504.
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